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BUPATI KOITAWE SELATAN
PROVINSI ST'LAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 7c TAHUI{ 2022

TENTANG

MASTERPI.AN SMART CITY
XABUPATEN KONAtr'E SELATAN

DENGAIT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan
kota/daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi secara efektif dan efisien untuk
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui
program ke{a dan kegiatan dirumuskan secara
komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi
pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan
ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan,
budaya dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia,
perlu disusun Masterplan Smart Citg di Kabupaten Konawe
Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Konawe Selatan tentang Ma.sterplan Smart Cifg Kabupaten
Konawe Selatan;

L Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara RepubLik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4367);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan kmbaran Negara Republik indonesia Nomor
59s2);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 19 1);
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19l);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor g)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tatlur. 2022 tentarrg Perubahan Ketiga atas peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tal:un 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAIY BUPATI TENTANG MASTERPI.AN s,frIART CITY
KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETEITTUAN T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Konawen Selatan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selaljutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Konawe Selatan tahun 2021 - 2026.

7. Smart City adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan
dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih
sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan
untuk perbaikan kineda, meningkatkan efisiensi dan
melibatkan partisipasi masyarakat.

8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
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BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya sfitnrt oty Kabupaten Konawe Selatan
sebagai berikut:
a. meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten

Konawe Selatan yang sehat dan cerdas;
b. menjadikan Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat

layak huni dengan kota lebih hijau, bersih dan
berkelanjutan;

c. meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan
kompetitif; dan

d. meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan
menggunakan tiga pendekatan, antara lain:
I . pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan

komunikasi;
2. pendekatan pemberdayaan potensi Kabupaten Konawe

Selatan; dan
3. Pendekatan pemberdayaan manusia yaflg

berkesinambungan.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Bagian Kesatu

Sistematlka

Pasal 3

Sistematika Ma-sterplan Smart Citg Kabupaten Konawe Selatan,
sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. visi, misi dan ukuran keberhasilan smort citg;
c. strategi pembangunan smart cilg;
d. peta jalan smart citg Kabupaten Konawe Selatan; dan
e. qtick usin smart cilg Kabupaten Konawe Selatan.

Baglan Kedua

Isi dan Uraian

Pasal 4

Isi dan uraian masterplan smart cilg Kabupaten Konawe Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
ta-mpiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal tB SEPi€IYIBEB 2022
P!'. SEKRETARIS DAERAII

KOI{AWE SELATAN,

DA"ERAII KABUPATEN XOI{AWE SELATAIT TAHUIY 2022 ITOMOR ?C
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